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Abstrak 

Penelitian ini  membahas kebijakan pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah. Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan aktivitas ekonomi melalui penyediaan
fasilitas yang memadai,  seperti  transportasi,  energi,  dan komunikasi.  Kebijakan pembangunan infrastruktur yang
efektif  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dengan  meningkatkan  aksesibilitas,  efisiensi,  dan
produktivitas. Namun, dampak kebijakan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kualitas perencanaan, alokasi
sumber  daya,  dan  keterlibatan  masyarakat  lokal.  Penelitian  ini  juga  menyoroti  tantangan  dalam  implementasi
kebijakan  infrastruktur,  termasuk  masalah  pembiayaan,  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan,  serta
keberlanjutan  proyek.  Analisis  ini  diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan infrastruktur
dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah, aksesibilitas, 
produktivitas, keberlanjutan
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan  infrastruktur  telah  menjadi  salah  satu  pilar  penting  dalam  mendorong
pertumbuhan  ekonomi,  terutama  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Kebijakan
pembangunan infrastruktur  di  berbagai  daerah kerap  dianggap sebagai  solusi  strategis  untuk
mengatasi  disparitas  antarwilayah  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  inklusif.
Infrastruktur  yang  memadai,  baik  berupa  jalan,  jembatan,  pelabuhan,  bandara,  fasilitas
telekomunikasi,  maupun  listrik,  adalah  fondasi  penting  dalam  menghubungkan  kawasan  yang
berbeda, meningkatkan produktivitas,  serta mendukung mobilitas barang dan jasa. Oleh karena
itu, kebijakan pembangunan infrastruktur sering kali menjadi prioritas utama pemerintah dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah.

Secara historis, banyak negara yang menunjukkan korelasi positif antara peningkatan investasi di
sektor  infrastruktur  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Infrastruktur  yang  efisien  memungkinkan
terjadinya  pengurangan  biaya  transaksi,  peningkatan  akses  ke  pasar,  dan  mempercepat  arus
barang dan jasa.  Dalam konteks  daerah,  pembangunan infrastruktur  yang baik  dapat  menjadi
katalisator utama dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal,  meningkatkan daya saing
daerah,  serta membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat.

Di Indonesia, pemerintah pusat melalui berbagai program strategis, seperti Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN),
terus  mendorong  pengembangan  infrastruktur  di  daerah-daerah  yang  sebelumnya  kurang
berkembang.  Kebijakan  ini  diarahkan  untuk  memperbaiki  ketimpangan  pembangunan
antarwilayah, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia. Pembangunan infrastruktur
ini  meliputi  proyek-proyek besar  seperti  pembangunan jalan tol  trans-Sumatera,  pembangunan
pelabuhan di Papua dan Maluku, serta pembangunan bandara dan sistem transportasi massal di
berbagai kota besar.

Pembangunan infrastruktur memiliki  dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
melalui  peningkatan  produktivitas,  penciptaan  lapangan  kerja,  serta  peningkatan  konektivitas
antarwilayah.  Pertama,  dengan  adanya  infrastruktur  yang  memadai,  biaya  logistik  dan
transportasi dapat ditekan sehingga barang dan jasa dapat bergerak lebih cepat dan efisien dari
satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap sektor perdagangan
dan industri lokal. Dengan biaya yang lebih rendah, produk-produk daerah dapat lebih kompetitif
baik di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mendorong peningkatan investasi swasta. Daerah yang
memiliki infrastruktur yang baik cenderung lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun
asing.  Dengan adanya akses  yang lebih mudah ke sumber daya dan pasar,  investor akan lebih
tertarik untuk membangun pabrik, kantor, atau fasilitas produksi lainnya di daerah tersebut. Ini
pada gilirannya menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan daerah
melalui pajak dan retribusi.

Dalam  konteks  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  juga
berperan  dalam  menciptakan  multiplier  effect.  Ketika  sebuah  proyek  infrastruktur  dibangun,
seperti  pembangunan  jalan  atau  jembatan,  tidak  hanya  sektor  konstruksi  yang  mendapatkan
manfaat langsung, tetapi juga sektor-sektor lain seperti jasa, perdagangan, dan industri kreatif.
Misalnya, pembangunan jalan tol baru dapat meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata yang
sebelumnya  sulit  dijangkau,  sehingga  pariwisata  di  daerah  tersebut  mengalami  peningkatan.
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Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, maka sektor perhotelan, restoran, dan industri kreatif
lokal juga akan mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan.

Namun, meskipun kebijakan pembangunan infrastruktur memiliki potensi besar untuk mendorong
pertumbuhan  ekonomi  daerah,  terdapat  sejumlah  tantangan  yang  harus  dihadapi.  Pertama,
adanya  kesenjangan  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan  proyek  infrastruktur  seringkali
menyebabkan keterlambatan  pembangunan.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  masalah  birokrasi,
pembebasan lahan, hingga kendala pendanaan. Tanpa adanya penyelesaian yang cepat dan tepat,
proyek infrastruktur yang tertunda dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang telah
direncanakan.

Kedua,  masalah  ketimpangan  distribusi  pembangunan  infrastruktur  juga  masih  menjadi  isu
penting.  Meskipun  pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran  yang  signifikan  untuk  proyek
infrastruktur,  sebagian  besar  investasi  ini  masih  terfokus  di  wilayah-wilayah  yang  sudah
berkembang,  seperti  Jawa  dan  Sumatera.  Sementara  itu,  wilayah-wilayah  di  bagian  timur
Indonesia,  seperti  Papua  dan  Nusa  Tenggara,  masih  relatif  tertinggal  dalam  hal  infrastruktur
dasar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah ini tidak secepat daerah-daerah yang
lebih maju.

Selain itu,  aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan pembangunan
infrastruktur.  Pembangunan  yang  tidak  mempertimbangkan  dampak  lingkungan  dapat
menimbulkan kerusakan ekosistem lokal, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap
ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan
untuk  memastikan  bahwa  proyek-proyek  infrastruktur  dirancang  dengan  mempertimbangkan
prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  termasuk  penggunaan  energi  terbarukan,
pengurangan emisi karbon, dan perlindungan lingkungan.

Dampak  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  juga
dipengaruhi oleh kualitas manajemen dan pengawasan. Proyek-proyek infrastruktur besar sering
kali  melibatkan  anggaran  yang  sangat  besar  dan  melibatkan  berbagai  pihak.  Tanpa  adanya
pengawasan yang ketat, potensi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana sangat besar, yang
dapat  mengurangi  efektivitas  dan  efisiensi  proyek  tersebut.  Oleh  karena  itu,  reformasi  dalam
manajemen proyek dan peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang
sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam infrastruktur
dapat memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara  keseluruhan,  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  memiliki  peran  strategis  dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi  daerah.  Infrastruktur  yang memadai  mampu meningkatkan
daya  saing,  menarik  investasi,  serta  membuka  peluang  ekonomi  baru  bagi  masyarakat  lokal.
Namun, tantangan dalam hal implementasi, pemerataan, keberlanjutan, dan transparansi harus
terus  diatasi  agar  dampak  positif  dari  kebijakan  ini  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  daerah  di
Indonesia, tanpa terkecuali.

Metode Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  studi  korelasional  untuk
menganalisis hubungan antara kebijakan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi
daerah.  Data yang digunakan berupa data sekunder  yang diperoleh dari  lembaga pemerintah,
seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Keuangan.
Data yang dikumpulkan mencakup anggaran pembangunan infrastruktur,  tingkat pertumbuhan
ekonomi, dan indikator lainnya seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan indeks pembangunan
manusia (IPM) dalam kurun waktu tertentu.
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Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi berganda untuk mengukur dampak dari variabel
independen (kebijakan pembangunan infrastruktur) terhadap variabel  dependen (pertumbuhan
ekonomi  daerah).  Model  ini  diharapkan  mampu  memberikan  gambaran  kuantitatif  tentang
kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelum analisis, uji asumsi klasik seperti
uji  normalitas,  multikolinearitas,  heteroskedastisitas,  dan  autokorelasi  akan  dilakukan  untuk
memastikan validitas model regresi.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tingkat daerah (provinsi atau kabupaten/kota), dengan
sampel yang diambil secara purposif berdasarkan ketersediaan data dan relevansi dengan topik
penelitian. Teknik pengolahan data akan dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti
SPSS atau Stata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif
tentang sejauh mana kebijakan pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap peningkatan
ekonomi di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  dalam
pembangunan ekonomi suatu daerah.  Infrastruktur,  yang mencakup fasilitas  fisik  seperti  jalan,
jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi lainnya, serta infrastruktur sosial seperti
sekolah,  rumah  sakit,  dan  jaringan  komunikasi,  memiliki  peran  strategis  dalam  mendorong
pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur sering
kali  dianggap  sebagai  fondasi  dasar  yang  diperlukan  untuk  memfasilitasi  kegiatan  ekonomi,
meningkatkan konektivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan infrastruktur yang efektif memungkinkan terjadinya peningkatan aksesibilitas antar
wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menciptakan iklim investasi yang lebih
kondusif. Daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai akan lebih mudah menarik investor,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri, karena adanya jaminan kelancaran operasional usaha
mereka. Investasi yang meningkat akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, yang pada
akhirnya akan memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Kebijakan pembangunan infrastruktur umumnya melibatkan perencanaan jangka panjang yang
disesuaikan  dengan  potensi  dan  kebutuhan  setiap  daerah.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah
daerah  harus  bekerja  sama  dalam  menyusun  rencana  pembangunan  yang  komprehensif,
memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah pusat biasanya menyediakan
dana dan  kerangka  kebijakan,  sedangkan pemerintah  daerah  memiliki  tanggung  jawab  untuk
mengimplementasikan  kebijakan  tersebut  di  lapangan.  Kolaborasi  ini  menjadi  penting,  karena
pembangunan  infrastruktur  tidak  hanya  melibatkan  pengadaan  fasilitas  fisik,  tetapi  juga
mencakup  pengelolaan  sumber  daya  manusia,  keuangan,  serta  teknologi  yang  mendukung
keberlanjutan pembangunan.

Salah  satu  faktor  yang  paling  menonjol  dalam  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  adalah
dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat
dipengaruhi  oleh  ketersediaan  dan  kualitas  infrastruktur.  Infrastruktur  yang  baik  akan
mempercepat  pertumbuhan  ekonomi,  sebaliknya,  infrastruktur  yang  buruk  dapat  menjadi
penghambat utama dalam pengembangan potensi ekonomi suatu wilayah. Salah satu contoh yang
sering  diangkat  adalah  hubungan  antara  pembangunan  jalan  raya  atau  transportasi  umum
dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Jalan yang baik memungkinkan mobilitas barang dan jasa
yang lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya
saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
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Selain itu,  pembangunan infrastruktur juga berkaitan erat dengan peningkatan akses terhadap
pendidikan  dan layanan kesehatan.  Infrastruktur  yang mendukung,  seperti  sekolah dan rumah
sakit,  akan  memfasilitasi  akses  masyarakat  terhadap  layanan-layanan  tersebut.  Dampaknya
adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Kualitas SDM yang lebih
baik  akan  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja,  yang  pada  akhirnya  akan  mempercepat
pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Misalnya,  daerah  yang  memiliki  infrastruktur  pendidikan  yang
memadai cenderung menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berdaya saing, sehingga
dapat berkontribusi lebih besar terhadap perkembangan ekonomi lokal.

Pembangunan  infrastruktur  juga  memberikan  dampak  positif  terhadap  sektor  pariwisata,
terutama di daerah yang memiliki potensi wisata alam atau budaya. Dengan adanya aksesibilitas
yang  lebih  baik,  jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  suatu  daerah  akan  meningkat.  Kondisi  ini
berimbas  pada  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dari  sektor  pariwisata  serta
pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi dan investasi di sektor-sektor terkait,
seperti  perhotelan,  restoran,  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  di  sekitar  lokasi
wisata.  Di  banyak  daerah,  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  yang  mendukung  sektor
pariwisata ini terbukti mampu menjadi salah satu motor penggerak utama dalam peningkatan
ekonomi lokal.

Namun, meskipun kebijakan pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan.
Salah  satu  tantangan  utama  adalah  masalah  pembiayaan.  Pembangunan  infrastruktur
membutuhkan investasi yang sangat besar, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Di banyak
negara berkembang, termasuk Indonesia, keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan utama
dalam  merealisasikan  proyek-proyek  infrastruktur  yang  direncanakan.  Dalam  menghadapi
masalah ini, pemerintah sering kali harus mencari alternatif pembiayaan, seperti pinjaman luar
negeri, kemitraan publik-swasta (public-private partnership), atau memanfaatkan skema investasi
asing. Namun, penggunaan sumber pembiayaan alternatif ini juga perlu dikelola dengan baik agar
tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan bagi negara atau daerah.

Selain tantangan pembiayaan, masalah birokrasi dan regulasi juga sering menjadi kendala dalam
implementasi  kebijakan  pembangunan infrastruktur.  Proses  perizinan  yang  berbelit-belit,  serta
tumpang  tindih  kewenangan antara  pemerintah pusat  dan  daerah,  sering  kali  memperlambat
proses  pelaksanaan  proyek  infrastruktur.  Koordinasi  yang  kurang  baik  antara  berbagai  pihak
terkait,  termasuk  kementerian,  lembaga,  dan  pemerintah  daerah,  dapat  mengakibatkan
penundaan pembangunan dan peningkatan biaya proyek. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan
penyederhanaan  regulasi  menjadi  langkah  penting  yang  perlu  dilakukan  untuk  mempercepat
implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah keberlanjutan
dan  dampak  lingkungan.  Pembangunan  infrastruktur  yang  masif  tanpa  memperhatikan  aspek
lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, deforestasi, serta polusi. Dampak negatif ini
tidak  hanya  merugikan  masyarakat  lokal,  tetapi  juga  dapat  mengurangi  daya  tarik  investasi
jangka panjang di daerah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur harus
memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana setiap proyek infrastruktur
harus  melalui  proses  evaluasi  dampak  lingkungan  yang  komprehensif.  Selain  itu,  penggunaan
teknologi  ramah  lingkungan  serta  material  yang  lebih  efisien  dan  berkelanjutan  juga  perlu
didorong dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur.

Di  sisi  lain,  dampak  positif  dari  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  terhadap  pertumbuhan
ekonomi  daerah  juga  bergantung  pada  keberlanjutan  operasi  dan  pemeliharaan  infrastruktur
tersebut. Sering kali, setelah proyek infrastruktur selesai dibangun, masalah pemeliharaan menjadi
hal yang diabaikan. Infrastruktur yang tidak dipelihara dengan baik dapat mengalami kerusakan
dalam waktu singkat, yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu,
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selain  alokasi  anggaran  untuk  pembangunan,  pemerintah  juga  harus  memastikan  tersedianya
dana yang memadai untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur dalam jangka panjang.

Keberhasilan  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi
daerah  juga  tidak  terlepas  dari  partisipasi  aktif  masyarakat  dan  sektor  swasta.  Partisipasi
masyarakat  penting  untuk  memastikan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  sesuai  dengan
kebutuhan  dan  aspirasi  lokal.  Proses  konsultasi  publik  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam
perencanaan pembangunan akan meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat rasa kepemilikan
masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan
sebagai  mitra  pemerintah  dalam  menyediakan  pendanaan,  teknologi,  dan  keahlian  yang
dibutuhkan untuk melaksanakan proyek infrastruktur. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta
ini  akan  mempercepat  proses  pembangunan  serta  meningkatkan  efisiensi  penggunaan  sumber
daya.

Selain dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan pembangunan infrastruktur
juga memiliki  implikasi  yang lebih luas terhadap redistribusi  ekonomi antar daerah. Di  banyak
negara, termasuk Indonesia, kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan
masih menjadi masalah utama. Pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah,
termasuk di daerah-daerah terpencil, dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut. Dengan
meningkatkan konektivitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, pembangunan infrastruktur
akan  membuka  peluang  ekonomi  baru  bagi  daerah-daerah  yang  selama  ini  terisolasi,  serta
mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Pembangunan  infrastruktur  juga  memainkan  peran  penting  dalam  mengurangi  tingkat
kemiskinan  di  daerah.  Akses  terhadap  infrastruktur  dasar,  seperti  air  bersih,  listrik,  dan
transportasi,  akan  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  miskin  serta  membuka  peluang
ekonomi yang lebih luas bagi mereka. Misalnya, dengan adanya akses jalan yang lebih baik, petani
di daerah pedesaan akan lebih mudah mengakses pasar untuk menjual hasil pertanian mereka,
sehingga pendapatan mereka  dapat  meningkat.  Dengan  demikian,  pembangunan  infrastruktur
menjadi  salah satu  instrumen  kebijakan  yang  efektif  dalam upaya  pengentasan  kemiskinan di
daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat strategis
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat
mobilitas barang, jasa, dan manusia, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja.
Namun, untuk memastikan dampak positif jangka panjang, kebijakan ini harus diimplementasikan
dengan memperhatikan prinsip-prinsip  keberlanjutan,  melibatkan partisipasi  masyarakat,  serta
didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Dengan
pendekatan  yang  komprehensif,  pembangunan  infrastruktur  dapat  menjadi  motor  penggerak
utama dalam mempercepat  pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi  kesenjangan antar
wilayah di Indonesia.

Kesimpulan

Kebijakan  pembangunan  infrastruktur  memiliki  peran  vital  dalam  mendorong  pertumbuhan
ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi
barang dan jasa, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dampak positifnya terlihat
dalam  peningkatan  aktivitas  ekonomi,  kualitas  sumber  daya  manusia,  sektor  pariwisata,  serta
pengurangan kesenjangan antar  daerah.  Namun,  implementasi  kebijakan ini  dihadapkan pada
tantangan  pembiayaan,  birokrasi,  keberlanjutan  lingkungan,  serta  pemeliharaan  infrastruktur.
Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut,  diperlukan  kolaborasi  pemerintah,  sektor  swasta,  dan
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masyarakat,  serta  perencanaan yang matang agar  manfaat  pembangunan infrastruktur  dapat
berlangsung jangka panjang dan berdampak luas.
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